BAB II
ORDE BARU

A. Lahirnya Orde Baru.
Orde Baru adalah merupakan tatanan baru dalsm ke

hidupan Negara Indonesia, setelah adanya beberapa penye-
lewengan yang dilakukan: oleh Pemerintah Oprde Lama yang
puncaknya ditandai dengan Gerakan. 30 September 1965 ( &
308/ PKIY).l Tatanan baru tersebut dimaksudkan untuk
menata kembali kehidupan negara ini dengan berlandasan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen,

Lahirnya Orde Baru itu dilatarbelakangLAolehxpdr-
kembangan kekuatan politik' PKI pada masa Orde Lama,yakni
mereka telah mampu menyisihkan musuhrmusuhxpolitiknyl,‘2
dan berhasil merangkul pimpinan Negara ( Presiden )untuk
mendukung segala gagasan dan ide politiknya.BSecara kro-
nologis perkembahgan kekuatan politik PKT 1itu. bermula

Praktek-praktek Orde. Lama itu dinilai inkonstitusi

onal dan menguntungkan PKI! sehingga berpuncak pada pem-
berontakan G 30 S / PKI palia tahun 1965, Lihat brs B
Djauharuddin AR.dkk., Perspan Umat Islam dslam Penbe
tan._dan Pem U 8 a :

L ]
m

2U?ntuk memperoleh. imbangan kekuatan, mula-mula PKI
melakukanyofensifvmanipolis=dan‘lama kelamaan ofensit .
manipolis itu ditingkatkan menjadi ofensif revolusioner
terhadap semua kekuatan sgsial-pqlitik yang tidak mereka
senangi. Lihat Nugroho No osusanto,

- » PN. Balal Pustaka, 1985, hal.b-7

3Pada penutupan Kongres Nasional VI PKI, September
1959, Presiden Sukarno menyampaikan sambutan yang berju-
dul " Yo Sanak, Yo Kadang, Malah Yen.Mati Aku Sing Kae-
langan " ( ya saudara, ya krabat, bahkan kalau mati aku
merasa kehilangan ), Nugroho Notosusanto, Ibid, hal. 5.

5



6

dari kemenangannya dalam pemilu tahunzl965:,yaitu dengan
berhasil menéumpulkan enam Jjuta suara pemilih“ dan de-~
ngan keménangan itu PKI telah menjadi partai besar di-
" samping PNI, Masymi ‘dan NU. |

Dengan kemenangan itu pula PKI mulai berusaha me-
nanamkan pengaruhnya di berbagal bidang kehidupan kene-
garaan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial - budaya
maupun. di bidang pertahanan keamanan, Situasi politik -
pada waktu itu lebih banyak memberi peluang berhasilnya
usaha-usaha PKI itu; di beberapa daerah. PKI telah ber-
hasil memperburuk situasi politik sehingga terjadilah

beberapa pergolakan Yang mengancam persatuan dan kesatu-
an bangsa,

Menghadapi situasvi,yan'g demikian. itu, Presiden Su
karno mengeluarkan konsepnya yang disampaikan pada tang-
gal 21 Pebruari 1957 dalam pidato " Menyelamatkan Ropub
lik Proklamasi ", Didalam nsepnya itu Presiden menghen
daki adanya demokrasi terpixnpin, dan. dalam relaksanaan
demokrasi tersebut Presiden merasa perlu untuk membentuk
kabinet gotong royong dan sebuah dewan nasional = yang
di dalamnya akan duduk wakil-wakil semua golongan fung-
sional. Presiden Sukarno menghendaki agar orang-orang PKI
Juga duduk dalem kabinet gotong~royong dan dalam dewan
nasional tersebut walaupun ia tahu bany ak partai politik
tidak menyutujui gagasannya itu.” Konsep Presiden terse-
but- bagi PKI adalah sangat menguntungkan, karena kabinet

4Enam Juta suara .pemilih itu dengan pembagian kur-
si dalam DPR sebanyak 3&/39 kursi, LiBat Muhammad Roem,

5Nugroho Notosusanto, gg, Cit., hal. 2.
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gotong-royong itu sama artinya dengan terbentuknya peme-~
rintahan koalisi nasional yang akhirnya melalui pemerin-
tahan koalisi tersebut dapat dibentuk fron Persatuan na-
‘ sional yang dikehendaki oleh PKI,

Situasi lain yang menguntungkan. PKI ialah gagal -
nya konstituante dalam sidang~-sidangnya untuk menyusun
Undang~Undang Dasar baru sebagai pengganti UUDS, karena
adanya perbedaan,pendapét éengenai dasar negara.:Perﬁeda
an pendapat di antara angg;}ta kongtituante tentang dasar
negara itu telah berlangsung lama dan mengalsmi jalan
buntu, dan hal itu telah mendatangkan akibat-skibat ne- _
gatif bagl kelangsungan hidup bangsa dan negara ini, Un-
tuk menyelamatkan negara ini dari hal-hal yang tidak di-
inginkan maka Presiden Sukarno membubarkan Konstituante
dan mengumumkan Dekrit kembali ke UUD'45 pada tanggal
5 Juli 19596 | |

Dalam situasi kembali ke UUD *45 itu, Presiden -
mempertegas lagl konsepnya. Penegasan itu diéampaikan'
dalam pidato ™ Penemuan Kembali Revolusi Kita " pada
tanggal 17 Agustus 1959, Pidato tersebut kemudian di-
serahkan kepada panitia kerja Dewan Pertimbangan Agung
untuk dirumuskan menjadi Garis Garis Besar Haluan Negara.
Suatu keberuntungan lagi telah diperoleh oleh PKI,karena
DN. Aidit (ketua Central Comite PKI) yang memimpin pani-
tia kerja tersebut. Kesempatan itu telah dimanfaatkan o-
leh DN, Aidit untuk memasukkan program-program PKI ke
dalam GBHN. yang diberi nama " Manifesto Politik Repub -
lik Indonesia ( Manipol ) _“.7 Dengan cara memasukkan -

-

éppp Golkar, R;%ﬂ.gimmmmwm, Kep.
No, Ogl/DPP/GOLKA 7/1978, hal. 7-8.

apan _jujuh Bahan Pokok Indok 1nasi, CV, Dua
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program~program PKI kedalam Manipol tersebut berarti
kepentingan PKI telah menjadi kepentingan nasional.

Perkembangan selanjutnya yang menguntuﬁgkan PKI
" ialah pada waktu Presiden Sukarno mengadakan pembaharuan
struktur pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan -
yang terdapat dalam Manipol. Sesual dengan program-proge
ram umum Manipol maka dibentuklah badan-badan baru, se-
perti MPRS, DPA dan Frimt Nasional. Tapi dalam kenyataan
nya badan-badan itu banyak menyimpang dari tujuan semula
karena banyak dipengaruhi oleh orang-orang PKI dimana
mereka banyak duduk di dalamnya sebagai anggota. Program
lain dari Manipol ialah mengadakan'rituling, aparatur di
- semua lembaga pemerintahan termasuk alat kekuaaaan Nega-
ra ( Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara ) ¢ Da-
lam pelaksanaan Retuling ii;u, konsepsi gotong-royeng te-
lah berkembang menjadi gotong-royong Nasional Yang men -
cakup semua kelompok, yaitu kelompok Nasionalis,kelompok

Agama dan Kelompok Komunis ( Nasakom )8 sebagaimana yang
dikehendaki oleh PKI. o :

Dengan keberhasilan'usaha-usanya itu, PKI makin
lama makin berambisi untuk melancarkan aksi-~aksinya da-
lam rangka mempefkuat dirinya, apalagi aksi-aksi mereka
itu mendapat dukungan dari Presiden Sukarmo yang diang -
gapnya sebagai aksi revolusioner. Dengan demikian secara
politis PKI telah mendapat, dukungan dari Presiden Sukar
no dgn apalagli dia selalu menolak secara mentah-mentah -

8Nasakon adalah ciptaan Presiden Shkarnmo Yang sangst
menguntungkan PKI. Lihat Maywati Djoéned Poesponegoro
Nugroho Notosusanto, ' »
Balai Pustaka, Jakarta, 1984, -hal., 317,

’
» P.N.
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semua model informasi Yang akan memojokkan PKI.9 ‘Maka
darli itu PKI merasa sudah kuat menghadapi pihak-pihak la
in yang dianggap akan menghalang-halangi mereka. PKI men
° coba kekuatannya untuk menghadapi TNI-AD dengan cara
melancarkan kritik yang keras dan menuduh. TNI-AD . tidak
bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Per
mesta. Bersamaan dengan itu PKI mengadakan ‘pengacauan di
tiga daerah yang terkenal dengan " Peristiwa Tiga Sela-

tan " yaitu di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, rdan
Sulawesi Selatan.10

Dengan kritik dan tuduhan yang tidak berfakta itu
pimpinan TNI-AD sangat tersinggung, apalagi dengan adany
pengacauan di daerah-daerah tersebut, Maka, seguai de-
ngan undang-undang keadaan’ bahaya yang saat itu sedang
berlaku, pimpinan TNI-AD menghentikan dan membekukan ke~
giatan PKI serta mengeluarkan perintah untuk menangkap
dan memeriksa pimpinan PKI: dan melarang media masa PKI
terbit dan beredar. Disamping itu kepada Presiden disam-
raikan saran agar tidak terlalu percaya kepada keloyalan
. PKI. Tetapi Presiden tidak mengindahkan saran tersebut,-
malahan sebaliknya dia memperingatkan TNI-AD supaya ti -
dak bersikap pobi terhadap PKI,lldan tidak menyalahguna-
kan undang-undang keadaan bahaya.

Sikap Presiden Sukarno itu telah memberi . angin
kepada PKI untuk melanjut&an aksi-aksinya . dengan aman,
Aksi-aksi selanjutnya mereka tujukan kepada tokoh-tokoh

£

9Presiden Mengutuk Orang-orang Yang Komunisto-pobi
Nugroho Notosusanto, Op, Cit., hal; 6.

loYahya A. Mnhaimin, m ’ -

Perkembangan Militer dalsm Po
, Gajah Mada University Press, Yogja -
karta, 1982, hal. 123,

+1lJendral A.H. Nasution, Meneesitkay Keadilan _dan
Kebenaran,I, Seruling Masa, Jakarta, 1967, hal. 32-33,
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politik dan kekuatan politik Yang dianggap sebagai lawan
dengan cara menuduh mereks sebagai kontra revolusi, anti
Pancasila, anti Manipol dan anti Pemimpin Besar Revolusi.
. Aksi-aksi mereka selama maéa Demokrasi Terpimpim . tidak
terhitung jumlahnya dan aksi-aksi itu mereka lakukan
untuk merintis jalan merebut kekuasaan negara, yang pun-
caknya terjadi pada tanggal 30 September 1965,

Aksi~aksi PKI itu b%rdasarkan kepada program ra-
hasia jangka pendek PKI yang beriairpenilaian terhadap
situasl dan rencana aksi yang menjadi tujuan akhir PKI.
Dalam program itu disebutkén pula bahwa PKI sudah merasa
dirinya kuat, merasa semua .golongan ada di pihaknya. Ta-
Pl, menurut penilaian terakhir mereka, masih ada kekua -
tan yang menjadi penghalang utama usaha mereka untuk me-
rebut kekuasaan negara, yaitu sikap TNI-AD Yang dianggap
nya sebagai sikap kepala batu. Oleh karena itu, PKI be-
rusaha menyingkirkan penghalang utama itu dengan ‘cara
mendiskriditkan pimpinan-pimpinan TNI-AD dengan berbagai
upaya. Antara lain menyebarkan isyu bahwa didalam TNI-AD
terdapat " Dewan Jendral " yang bertujuan menilai kebi-
Jaksanaan politik Preside Sukarno,

Isyu "Dewan Jendral' inilah, yang akhirnya menja-
di titik tolak dari aksi mereka untuk merebut kekuasaan
negara pada tanggal 30 September 1965. Tentang Isyu "De-
wan Jendral" ini selanjutnya mereka mengatakan sebagai -
berikut : ' { ‘

«ee Dewan Jendral anggotanya berjumlah 40 orang; 10
orang diantaranya menjadi pimpinan harian, antara -
lain Jendral A.H. Nasution, Jendral A. Yani, Jendrad
S. Parman, Jendral Suprapto dan. Jendral Sutoyo. Le-
bih jauh didesas-desuskan bashwa Dewan Jendral bertu
Juan mengkanankan politik RI dan akan mengadakan ku
deta di sekitar hari ABRI tahun 1965.12

laNﬁgroho Notosusanto, Qp, Cit., Hal. 23.
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Berdasarkan penilaiannya}terhadap Dewan Jendral
itu, PKI mulai mempersiapkan diri untuk merebut keku-
asaan dengan dalih mendahului Dewan Jendral yang akan .
mengadakan kudeta itu. Disamping itu, mereka semakin
gencar mendiskriditkan TNI-AD di tengah-tengah masya -
rakat. Langkah-langkah persiapan mereka untuk memberon
tak sebenarnya sudah lama, tetapi langkah yang inten -
51f baru mereka lakukan sekitar Agustus 1965. Hal itu
berhubungan dengan sakitnya Presiden Sukarno, yang se-
lama itu dia menjadi pelindung PKI. Oleh karena itu

sakitnya Presiden Sukarno dinilainya sebagai sesuatu
yang sangat serius.

Berkenaan dengan situasi diatas, D.N. Aidit dan
pimpinan-pimpinan PKI lainnya segra mengadakan perte -
muan dan meminta persetujuan mereka untuk mendukung -
politik pérwira-perwira yang berpikiran maju yang akan
bertindak terhadap Dewan Jendral. Selanjutnya  Aidit
mengadakan analisa-tentang.perimbahgan kekuatan dan
dia menganggapnya bahwa kekuatan menguntungkan perwira
Perwira yang berpikiran maju, Penilaian tersebut, pada
tanggal 28 Agustus 1965 diterima dan disetujui oleh
polit biro CC-PKI dan Dewan Harian CC-PKI, dan sejak

saat itulah dimulai pérsiapan~persiapgn'untuk memberon
tak.

Setelah persiapan-pgrsiaQAh mereka .cukup matang
dan penilaian terhadap situasiécukup memungkinkan,maka
tepatnya pada hari kamis malam, tanggal 30 Beptember
1965, mereka mulai melancarkan gerakan perebutan kekua
saan dengan nama Gerakan 30 September atau kemudian
dikenal dengan G 30 § / PKI.1} Gerakan perebutan keku-

13 965~ , Sekreta -
riat Negara Republik“lndon?sia, Cet, V, Jakarta, 1981
ha]-. L|»30 1 .
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asaan secara fisik/militer itu, telah dipimpin'oleh Let

nan Kolonel Untung Sutopo (Komandan Pengawal Presiden )
. Gerakan itu diawali dengan. penculikan terhadap per\ﬁ.ra
-p;rwira tinggl INI-AD yang dianggapnya sebagai anggbta
Dewan Jendral dan penghalang utama gerakan-gerakan PKI,.
Gerakan itu telah membawé»korban enam perwira tinggi
dan seorang perwira pertémé Angkatan‘Darat, mereka di-
culik dan dibunuh beramai-ramai di Lubang Buaya.

Kemudian sebagai tindakan lanjut dari gerskan -
itu, pada tanggal 1 Oktober 1965 telah dikuasai Studio’
RRI Pusat dan kantor Telekomunikasi. Melalui RRI  yang
telah dikuasai itu, telah diumumkan adanya Gerakan 30 -
- September yang ditujukén kepada Jendral-jendral ansgota
Dewan Jendral yang akan mengadakan kudeta terhadap Pe-
mexfintah.l4 Sekanjutnya telah diumumkan pula adanya
dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan-
di daerah-daerah serta pembubaran Kabinet Dwikora. Ada-
pun status Dewan Revolusi itu, mereka katakan sebagai -

- berikut :

... Dewan Revolusi adalah sumber segala kekuasaan
dalam Negara Republik Indonesia dan kegiatannya se
hari-hari diwakili oleh Presidium Dewan yang ter-
diri dari komemdan dan wakil-wakil komandan Gera -

kan" 30 September yang juga merupsksn ketua dan wa-

kil-wakil ketua dalam revolusi.ls

Melalui RRI itu pula, telah diumumkan dua  buah
keputusan Dewan Revolusi. Pertama, tentang susunan pe-
ngurus Dewan Revolusi yang terdiri dgri L5 orang.Kedua,
tentang penghapusan pangkat Jendral, Mengenail pangkat
yang tertinggli dalam ABRI adalah Letnan Kolonel, sesuai
dengan pangkat pimpinan G 30 S / PKI dan sekaligus pim-
pinan Dewan Revolusi, yaitu Letnan Kolonel Untung Suto-
PO.

41 v 4 d., hal. 46.
15+ v 5 4. i
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Panglima Komando Strategis Angkatan Darat ( Kos-
trad ) Mayor Jendral Suharto setelah menerima  lapotan.
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan
itu, maka dia ssmpailah kepadé suatu kesimpulan ;

1. Penculikan-pencul;kan dan pembunuh an-pembunuhan
para Jendral merupakan bagiam dari usaha rerebutan
kekuasaan pemerintah, ’

2. Pimpinan Angkatan Udara membantu usaha tersebut,
2+ Pasukan-pasukan Batalyon 530/Para Devisi Brawi-
gzﬁa yYang berada di ;apansan Merdeka, befgiri dipi
yang melakukan persbutan kekuasaan, ,
Berdasarkan penilaian sltuasi sebagaimana terse-
but diatas, Panglima Kostrad dengan mendahului pimpinan
Angkatan Darat yang sudah lumpuh karena g 30 S/ PKI -
dan dengan menggunakan unsur~unsur Kostrad yYang ada
di Jakarta dengan segera bertindak cepat mengadakan
Perebutan dan Penumpasan ferhadap orang-orang yang ter-
libat dalam Berakan itu. Perebutan kekuasaan- kekuasaan
dan penumpasan terhadap mereka, telah berjalan dengan
lancar tanpa menimbulkan peristiwa berdarah yang berar-
ti. Dengan demikian G 30 S / PKI telah dapat digagalkan
berkat kewaspadaan dan kesiagaan ABRI khususnya Angka -
tan Darat dan tidak sedikit Jjuga dukungan rakyat.,

Dengan Gagalnya G 3b S /PKI, terungkaplah fakta-
fakta yang membuktikan bahwa PKI-lah yang mendalangi pe
rebutan kekuasaan tersebut, dengan demikian PKI telah
terbukti sudah. dua kali mengkhianati negara, bangsa dan
dasar Negara Pancasila.l Atas kenyataan itu, rakyat
kemudian menghendaki dan menuntut dibubarkannya PKI dan
organisasi-organisasi pendukungnya, Dilatarbelakangi o-
leh keadaan tersebut, maka muncullah aksi-aksi dalam
masyarakat dengan mengadakan demonstrasi di mana?mana -

167 b 4 4., hal. 47.

'l7pemberontakan pertama PKI adalah pada bulan Sep-
tember 1948 di Madiun, seiumlah orans Tl ooy ow8l S€
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dan menyampaikanm " Tri Tuntutam Rakyat " ( Tritura ),
yaitu : PKI dan ormas-ormasnya harus dibubarken, kabi-
net harus dibersibhkan dari unsur-unsur PKI dan harga-
‘harga harus ditur\mkan.ls,

Sikap dingin Presiden Sukarno terhadap tuntu -
tan Tritura itu dan sikajnya Yang menganggap bahwa
peristiwa G 30 S / PKI itu merupakan suatu kejadian
yang biasa terjadi didalam revolusi, telah menimbul -
kan kemarahan rakyat. Kemarahan itu dilampiaskan de-
ngan jalan mengadakanﬁpquerusakan:dan pembakaran ge-
dung-gedung PKI serta memperluas dan meningkatkan
demonstrasi—demonstrasi memperjuangkan.Tritura,sehing
8a pemerintah hampir tidak dapat lagi menguasai kea -
daan. Dalam situasi yang'demikian.1tulah,-Presiden Su
karno mengeluarkam surat perintah tertanggal 11 Maret
1966 kepada Letnan Jendral Suharto. Pada pokoknya su#
rat.peiintah itu berisi perintah untuk mengambil se-
géla tindakan yang dianggap perlu guma terjaminnya ke

amanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintah.19

Berdasarkan SP. 11 Maret itulah, Letnan Jendral
Suharto mengambil tindakan pemulihan stabilitas Nasi-
onal. Tindakan itu diawali dengan membubarkan PKI dan
seluruh organisasi pendukungnya, dan ternyata tinda -
kan itu telah mendapat tanggapan yarg hangat dan penuh
kelegaan dari masyarakati Dengan semangat SP. 11 Maret
itu pula hendak ditata kemhali kehidupan kenegaraan -
ini berdasarkan Pancasila dan UUD "45 secara  murmi
dan konsekwen. Berangkat ﬁari sinilgh, hari ditetap -

kannya SP. 11 Maret 1966 dinyatakan sebagal lahirnya
Orde Baru. :

laMusanef, isti emerintahan
Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal.

197 b 1 4., hal. 49.

ndonesia, P.T.
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B. Kondisi Politik pada Awal Orde Baru.

Pada uralam sebelumnya télah dikatakan bahwa

. sikap dingin Presiden Sukarno terhadap Tritura telah
menimbulkan beberépa aksl pengerusakan dan demonstra-

5l yang mengancam stabilitas nasional, dimana pemerin

tah nyaris tidak dapat mengendalikan keadaan itu.Lang

kah tepat Presiden Sukarmo untuk menangant keadaan
itu adalah memberikan kepercayaan dan wewenang kepada
Letjen Suharto, untuk mepgatasi keadaan yang wak tu
itu serba tidak menentu. Kepercayaan dan wewenang itu
disampaikan melalui suratnya tertanggal 11 Maret 1966

Yang kemudian terkenal dengan SP;‘ll Maret atau Super

Semar.

Bermula dari surat tersebut, Letnan Jendral
Suharto dengan segera mengambil tindakan untuk menga-
mankan stablilitas nasiongl. Dengan demikian dapat di-
katakan bahwa kondisi politik pada awal Ords Baru ada
lah.merupakan.awal langkah penyelesaian politik yang
serba kacau Yang terjadi 'pada dekade akhir Orde lama,
8ebagal akibat lanjut dari pemistiwa G 30 S / PKI.

Langkah awal penyelesaian poli tik untuk terca-
palnya stabilitas politik itu adalah memenuhi apa

' 2oPen-afsiran terhadap surat itu telah menimbul -
kan suasana tarik menarik Yang cukup lama antara Pre-
siden Sukarno dan pimpinan baru tersebut, apaskah su-~
rat 1tu merupakan wewenang sementara ataukak hal itu
merupakan penyerahan wewenang secara penuh. Tapi yang
Jelas Letnan Jendral Suharto pada tanggal 12 Maret*6?
diangkat menjadi penjabat: presiden dan setahunm kemudi-
an, tepatnya tanggal 27 Maret 1968, diangkat menjadi
presiden untuk masa jabatanm lima tahun. Sedangkan Pre
slden Sukarno sebagal mandataris MPR telah dimintai -
pertanggungjawaban dan diadakan peninjauan menyeluruh
terhadap beberapa macam ketentuan, peraturan dan. dok=-
trin-doktrin politiknya. Hal ini dalam kajian BJ. Bo-

land, Pergumulan Islam di Indonesia, tidak ada penye-
1 esal an.
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Yang dikehendaki rakyat sebagaimana yang terkandung da-
lam Tritura. Tritura merupakan tiga serangkai tuntutan -
nurani rakyat yang menghendaki dibubarkannya  kekuatan
bolirik Yang dengan terang-terangan ingin menggantikan -
dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang mereka
kehendaki. Tritura juga berisi kehendak rakyat untuk
membangun kembali ekonomi yang sudah semrawut sebagai
akibat dari kemelut poiitik yang terjadi sekitar peristi
wa G 30 S / PKI. '

Perjuangan Tritura .pada masa Orde Lama yang dipe-
lopori oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) te-
lah. mengalami kegagalan. Kegagalan itu disebabkan karena
Presiden Sukarno menolak tuntutan itu, bahkan sebaliknya
dia telah menuduh aksi-aksi mereka didalangi oleh Nako -
lim (Neo-Kolonialisme, Kolonialisme dan Imperialisme)khu
sysnya oleh CIA (Central Intellegence Agency) Amerika
Serikat, 2l Bersamaan dengan itu pula pihak-pihak ydng
tidak senang terhadap Tritura telah menggerakkan massa
PNI-Asu®untuk membalas aksi-aksi KAMI itu dengan perbu-
atan teror. Disamping itu pihak tersebut telah mempergu-
nakan Resimen Cakrabirawa, Badan Pusat Inteligen ( BPI )
dan. orang-orang Kriminal untuk mematahkan aksei-aksi itu,
Dengan demikian pertentangan antara pihak Orde Baru de-
ngan pihak Orde Lama tldak hanya terbatas pada perang
mulut, tetapi sudah meningkat pada perbenturan fisik.

el Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto,

- !
ﬁgggggg;_lggg_gglg ,Jilid VI, PN. Balai Pustaka, Jakarta,
1984, hal, 407.

ZZPNI-ASU. adalah PNI ‘yang telah dimasuki oleh unsur

unsur PKI yang dipimpin oleh Ir. Surahman. Lihat Nugro-
ho Notosusanto, , B L SU§

PN. Balai Pustaka,
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Hal jitu telah menjadi kenyataan yaitu pada waktu
pelaptikan " Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan "23telah
terjadi demonstrasi para mahasiswa dengan mengadakan ak-
sl serentak pengempesan ban-ban mobil di jalan-jalan ra-
ya sehingga lalu-lintas macet total, Dalam demonstrasi -
itu telah terjadi bentrokan yang mengakibatkan seorang
mahasiswa Universitas Indonesia, bernama Arif Rahman Ha-
kim gugur kena peluru.Resimen Cakrabirawa.24 Insiden

berdarah itu telah menyebgbkan makin parahnya krisbs sta
bilitas nasional. |

Presiden Sukarno m?enanggapi aksi mahasiswa yang
membawa korban itu dengan-membubarkanAKAMI.KebijakBanaan
tersebut bagl kalangan mshasiswa dirasakan sesuatu yang
tidak adil. Oleh sebab 1th keputudan pembubaran KAMI itu
dibalas dengan mahaskswa Bandung dengan mengeluarkan "Ik
rar Keadilan dan Kebenaran' dan mengajak rakyat untuk me
neruskan perjuangan.25Dilatarbelakangi oleh keadaan ter-
gebut, maka muncullah kesatuan aksi Pemuda Pelajar Indo-
nesia (KAPPI) sedangkan dikalangan mahasiswa dibentuk Re
simen Arif Rahman Hakim. Bersamaan dengan itu Front Pan-

2éKabinet yang disempurnakan itu beranggotakan 100
orang menteri. Kabinet itu ternyata sangat mengecewakan
harapan rakyat, karena disingkirkannya tokoh-tokoh yang
gigih menentang G 30 S / PKI seperti Jendral AH.Nasution.
Sebaliknya Presiden Sukarno mengangkat sejumlah orang
yang diragukan i'tikad baiknya, bahkan orang-orang. yang
terlibat dalam G 30 S / PKI seperti DR. Subandrio, Maka
tidak mengherankan kalau dikalangan mahasiswa kabinet -
itu disebut " Kabinet Gestapu v,

v 24KH; Isa 0. Djakasuria seorang bekas mahasiswayang
terlibat langsung dalam demonstrasi-tersebut telah berce
rita tentang keadaan pada waktu itu, yang akhirnya memba
wa korban gugurnya Arif Rahman Hakim. Lihat KH. Isa O,
Djakasuria, V , » Yayasan Jalan
Terang, Jakarta, 1979, hal. 487-488. Lihat Juga Deliar
Noer, ' gim, (Khutbah Jum'at 25 Peb

a .
ruari 1983 di Masjid Arif Bahman Hakim, Yayasan Risalah,
Jakarta, 1983, ' '

b o X U, T Y T T T Y~ ~ . s - - o
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casila minta kepada pemenintah agar pembubaran KAMI di
tinjau kembali. Dengan munculnya kesatuan-kesatuan aksi
itu, krisis nasional semakin tidak dapat dikendalikan,

Pwrjuangan késatuan~kesatuan aksl itu betul betul
membawa aspirasi rakyat yang mendasar, rakyat yang meng-
hendaki dibersn.hkannya Bemerintahan dari orang-orang yang
bercita~cita tidak sesuai dengan cita~cita Proklamasi Ke
merdekaan., Rakyat yang tidak menghendaki bercokolnya ke-
kuatan politik yang telah dua kali menghianati bangsa,
negara dan dasar negara Pancasila. Tapi, yang menghehda-
ki dibangunnya kehidupan bangsa dan negara ini dengian
berlandasan pada Pancasila dan UUD '45 secara murni dan
konsekwen, mereka itulah yang disebut "Rakyat Orde Baru'.

Letnan Jendral Suharto’sebagai pengemban Super
Semar setelah memperhatikan dan mempelajari apa yang di-
kehendaki rakyat, serta partimbangan‘demi stabilitas Na-
sional, mengambil tindakan membubarkan dan melarang PKI
beserta organisasi-organiéasi massanya yang bernaung dan
berlindung ataupun seasas dengannya. Pembubaran dan la-:
rangan itu untuk seluruh wilayah Indonesia, terhitung se
Jak tanggal 12 Maret 1966.2°

Kemudian sebagai tindak lanjut dari tindakan itu
ialah diserahkannya kepada semua partai politik dan or -
ganisasl massanya untuk tidak menerima eks anggota PKI
dan ormas-~-ormasnya., Dalam seruan yang sama, para angg0-
ta partal terlarang itu harus segera melaporkan  diri
paling lambat akhir Maret 1966. Tindakan Letnan Jendral-

—_Suharto itu mendapat dukungan penuh dari rakyat, teruta-
ma dari kesatuan-kesatuan aksi dan front Pancasila bah-

26Drs. Musanef, Sistim Pemerintahan di Indonesia,
PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 49.
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kan MPRS juga mendukung dan ﬁembenarkan tindakan itu.27

Tindakan itu di Jakarta disambut oleh rakyat de-
ngan mengadakan pawai keménangan keliling kota sebagai
tanda rasa ;ega dan puas karena sebagian apa yang mereka
kehendaki telah terkabulkan, yalitu dibubarkannya PKI dan
ormas-ormasnya. Dengan demikian krisis politik yang te-
lah mencapal puncaknya itu sedikit demi sedikit menurun.
Demonstrasi-demonstrasi yéng mengancam stabilitas nasio-
nal demi kelangsungan hidﬁp negara dan kesejahteraan rak
yatnya. Tindekan Letjen Suharto sebagaimana diterangikan-
di atas, hanya memenuhi sébagian tuntutan rakyat, oleh
sebab itu khususnya di Jakarta pemuda, mahasiswa dan pe-
lajar masih melancarkan aksi-aksi terhadap beberapa o-
rang menteri yang terlibat dalam pemberontakan G 30 § /
PKI baik di rumah maupun di Kantor.

Dilatarhelakangi keadaan diatas dan dengan pertim
bangan untuk menyehatkan kehidupan politik, pemerintahan
dan ekonomi maka Letjen Suharto mengambil tidakan penga-
manan terhadap 15 orang menteri " Kabinet Dwikora Yang
Disempurnakan ', Kemudian untuk mengisi pos-pos yang lo-
wong sebagal akibat pengamanan menteri-menteri tersebut,
maka ditunjuklah beberapa menteri ad interim.28 Dalanm
situasi itu Letjen Suharto minta pada mahasiswa dan pela
Jar untuk kembali ke bangku sekolah masing-masing serta
diinstruksikan kepada semua perguruan tinggi yang pada
awal bulan Maret telah ditutup untuk memulai kembali ku-
liah seperti biasa. Dengan demikian krisis politik yang
nyaris mengancam stabilitds nasional itu dapat dikendali
kan secara keseluruhan, -7

27Jendral DR. AH. Nasution, AQE%_Egggggg_ggggg;ggl;
Uub 'gg, Seruling Masa, Jakarta, 1966, hal. 23.

2 20 Tahun Indonesia Merdska 1965-1973, Sekretariat
Negara RI., Cet., V, Jakarta, 1981, hal. 94.
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Kasus lain yang Juéa mewarnal situasi politik pa-
da awal. Orde Baru adalah adanya dualisme dalam kepemimpi
nan nasioanalzgyang saling tarik menarik sebagal akibat
dari perbedaan penafsiran terhadap Supersemar. Dualisme
dalam kepemimpinan nasional itu ialah di satu pihak pre-
slden Sukarno yang masih aktif dan di pihak lain adalah
Letjen Suharto yang semakin populer dan mendapat tempat
di hati rakyat. Kepupulerénnya didukung oleh keberhasil-
annya melaksanakan usaha-usaha stabilitas politik dan
ekonomi di fihak lain ia mampu menumpas pemberontakan G
30 S / PKI dalam waktu ysng singhht.

Letjen Suharto sebagai pengemban Super Semar be-
serta unsur-unsur Orde Baru lainnya sudah begitu jauh
telgh melaksanakan usaha-ussha perbaikan dalam berbagai
bidang kehidupan kenegaraan. Usaha-usaha tersebut khu -
susnya ditujukan kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan Pe-
merintah Orde Lama yang tidak mencerminkan pelaksanaan
Pancasila dan UUD '45. Jelasnya dimaksudkan untuk mengo-
reksi total terhadap Orde‘Lama. Usaha-~usaha itu dapat
dijalankan dengan baik dan lancar, sehingga terwujudlah
apa yang dikehendaki rakyat yang pada akhirnya dapat
mengokohkan kedudukan Letjen Suharto di mata rakjat.

Sedangkan Peesiden Sukarno sebagal mandataris -
MPRS dan pelaksana Pemerintahan Orde Lama yang dianggap
menyeleweng itu selalu bq;sikap dan berbugt sesuatu yang
tidak berkenan di hati rakyat. Pertanggungjawaban Pre-
siden Sukarno selaku mandataris MPRS (dengan judul Nawak
sara) di hadapan Sidang Umum IV MPRS tanggal 20 Juni -
5 Juli 1966 telah menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Hal

29Ali Moertopo berpeﬁdaﬁat bahwa salah satu tahapan
yang dilalul pemerintah Orde Baru untuk memperkuat Stra-
tegl politiknya adalah menghapuskan dualisme dalam kepe-

mimpinan nasional. Lihat Drs. M. Rusli Karim, Bg;jglgggn
Mi&ﬁi&m&a, CV. Rajawali, Jakarta,1983,
hal., 15Q.
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itu dipandang tidak memenuhi harapap rakyat,karena tidak
memenuhi harapan rakyat, karena tidak memuat secara Je-
las kebijaksanaan Presiden mengenal peristiwa G30S / PKI
beserta epilognyaz° Oleh karena itu MPRS memutuskan un-
tuk minta kepada Presiden pelengkap laporan pertanggung-
Jawabannya, khususnya mengenai peristiwa G30S / PKI be-

serta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi dan akh. -
lak. |

Permintaan MPRS itu dipenuhi oleh Presiden dengan
mengirimkan sebuah naskah sebagai pelengkap Nawaksara
(disingkat Pel. Nawaksara)>' Pel, Nawaksara  itu juga
mendapat tanggapan dari masyarakat, dengan pendapat bah-
wa Presiden Sukarno berusaha menambah gawatnya situasi
politik,Tanggapan terhadap Pel. Nawaksara itu diantaranya
datang dari Dewan Pimpinan Daerah PNI Sulaweei Selatan,
DPRD Sulawesi Selatan, GMNI Bandung, Koordinator Pemuda °
Golkar dan para Alim Ulama Jawa Barat dalam pernyataan
selanjutnya tidak lagi mengakui Presiden Sukarno sebagai
presiden karena telah melakukan pelanggaran terhadap sya
ri*at Islam dan UUD *45 serta ketetapan MPRS:“Tentang -
tanggapan-tanggapan mereka itu isi pokoknya sama, yaitu
menolak Pel. Nawaksara karena tidak memenuhi harapan rak
yat dan cenderung mengaralil kepada krisis politik yang
baru. ’

3030 Tahun IndonssiéjMerdeka;l965-l973, Op, Cit. -
hal. 105. . v

31Pel. Nawaksara maksudnya pelengkap laporan Presi-
den di hadapan Sidang Umum MPRS yang diberi judul Nawak-
sara yang artinya : Nawa, sembilan; Aksara; perkara, ma-
salah, pokok. Jadi Nawaksara berarti sembilan pokok pi-

dato Presiden. Lihat Jendral AH. Nasution, mgggggggggzgg
adilan dan Kebenaran I, Seruling Masa, Jakarta,hal. 165.
32pjoened Poesponegoro, Nugroho, Qp, Cit.,hal.y22--
423, ,
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Sehubungan dengan Pel Nawaksara dan bertambah ga-
watnya situasi pblitik serta dengan pertimbangan untuk
mencegah perpecahan dikalaﬁgan rakyat, untuk menyelamat-
kan lembaga kepresidenan dan. pribadi Presiden Sukarno
sendiri, maka pimpinan ABRI-mengadakan\pendekatan priba-
di dengan Presiden, Maksud pimpinan ABRI itu ialah agar
Presiden Sukarno sebelum Sidang Umum MPRS mengadakan pe-
nyerahan kekuasaan negqrajkepada Letjen Suharto sebagai
"pengemban Super Semar, Dalam éituasi seperti itu terjadi
lah tawar-menawar kekamasaan negara antara Presiden Sukar
no dengan pimpinan ABRI, khususnya Letjen Suharto,dimana
pada akhirnya Presiden Sukarno menerima apa yang dikehen
daki oleh Pimpinan AMBRI itu.>> Demikianlah gambaran
situasi politik &ang terjadi pada awal Orde Baru.

33Untuk mengetahui jalan cerita terjadinya tawar-
menawar kekuasaan itu selengkapnya, lihat Djoened Poespo
negoro, Nugroho Notosusanto, Ibid., hal., y23-425,
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C. Konsep Politik Orde Baru. - |

' Peristiwa G30S / PKI dengan cepat telah mengubah
warna dah bentuk'kehidupan politik di Indonesia. Peris -
tiwa itu telah menyebabkan berakhirnya riwayat hidup dua
dari tiga kekuatan politik utama, yaitu Presiden Sukarno
dan PKI. Sedangkan yang satu lagi yakni ABRI khususnya -
Angkatan Darat, menjadi tambsh mantap peranannya dalam
sistim politik Indonesia;yang baru. Pengukuhan Jendral
Suharto sebagai presidenspenuh oleh MPRS dalam bulan Ma-
ret 1968,34dapat dijadikén ukuran betapa peranan ABRI
menjadi semakin kokoh. Hal itu juga berarti bahwa struk-
tur kekuasaan baru yang disebut Orde Baru sudah ' menJjadi

semakin mantap posisinya menggantikan rejim yang disebut
Orde Lama. |

Sungguhpun demikian, Pemerintah. Orde Baru sebagai
sistim baru dihadapkan pada sebuah permasalahan baru,
Yaitu mekanisme politik macam apa yang dapat diandalkan
untuk ‘keperluan pembangunan negara ini. Disatu pihek me-
kanisme politik yang baru.itu harus mampu memberikan se-
macam kepuasan kepada‘padduduknya, sedangkan pihak lain
ia harus mampu menghindarkan diri dari kesulitan-kesuli-
tan politik sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde
Lama. Itu semua menunjukkan kepada keperluan untuk men-
ciptakan sebuah konsep politik baru yang mampu menghasil
kan ketenangan dan kestabilan di dalam masyarakat. Apa
Yang dihadapi Orde Baru itu, menurut Herbert Feith ada-
-lah sama dengan apa yang dihadapi Presiden Sukarno pada
tahun 1958-1959, yaitu képerluan untuk mencari sebuah
format politik baru yang dapat diandalkan.35

3403. Roeder, Anak Desa Biog
PT. Gunung Agung, Jakarta, 194,

35Alfian
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Telah dikatakan diatas, mekanisme politik yang
dikehendaki oleh Orde Baru‘adaléh mekanisme politik yang
dapat‘mendatangkan ketenangan dan kestabilan di dalam ma
. syarakat. Oleh karena itu,jOrde Baru dan pendukungnya -
tampek berusaha mempelajari mekanisme politik Orde Lama
yang tidak berhasil menjadikan negara dan bangsa itu ten
tram dan stabil, Bertitik &ari situlah, akhirnya muncul
sebuah konsep politik baru yang dipakai oleh Pemerintah
Orde Baru untuk membangun Negara dan bangsa yang tentram
dan stabil tentunya menjadi harapan masyarakat. Konsep
politik yang baru itu tela@ berhasil memuaskan pendukung
pendukung Orde Baru, sehingga dukungan sepenuhnya mereka
berikan, disamping itu ia telah berhasil menghindarkan -
Pemerintah Orde Baru dari kesulitan-kesulitan = politik
ydng pernah terjadi dalam era pemerintah sebelumnya.

Pada masa "Demokrasi Liberal' tidak adanya kesta-
bilan politik disebabkan karena tidak pernah berhasil
dibentuk sebuah kabinet yang kuat, akibat sering bergan-
tinya kabinet.>® Sering bergantinya kabinet itu disebab-
kan karena\tajamnya persaingan dan pertentangan politik
antara kekuatan-kekuatan politik yang begitu banyak jum-~
lahnya. Dari sini, satu pelajaran yang berarti telah
diperoléi Jendral Suharto dan pendukung~-pendukungnya un-
tuk memulai membuat konsep politik baru. Pelajaran itu
ialah ketidakédanya kestabllan politik disebabkan banyek
nya kekuatan-kekuatan polittik yang saling bersaing mere-
but kekuasaan. Oleh karena itu konsep politik yang baru
itu harus dapat menghindarkan diri dari keadaan tersebut.

3®Menurut Drs. Arbi Sanit, tidak ada satupunkabinet
yang berumur lebih dari 23 bulan. Lihat Drs. Arbi Sanit,
Sistim Politik Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1983,
hal. 138-139
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Dalam era selamjutnya, Presiden Sukarnmo dengan
" Demokrasi Terpimpinnya "5?erau¥a dapat menghindarkan
diri dari keadaan tersebut, yaitu demgan munculnya dia
sebagal pemegang keKWaségh.eksekthf'sakaligws dapat
menghilangkan perebutan kekuasaan antara kekuatan-keku-
atan polftik di dalam Perlemen. Walauwpun demikian kekw
asaan yang begitu besar itu tidak dapat dipergunakan
dengan baik dan efektif.,KekWasaannbesar-yang,ia' pee-
gamg hanya merupakan keudggulannya memainkan peranan -
kunci penjaga keseimbangam antara kekuatan-kekmatan po
1litik yang saling bertemtqngan. Dengan demiki‘ﬁan suasa
na ketidak stabilan yang terjadi pada masa pemerinta -
hannya, telah menjadikan Sukarno sebagal tawanam dari
pertentangan politik yang tidak permah berhemti dan
bahkan semakin menjadi-jadi. Adapun faktor yamg meny e-
babkan terjadihya ketidakstabilan politik diatas fialah’
karena Presiden Sukarmo tidak permah berhasil melaksa-
makan ide dan rencanamxa'wntwk1memye&erhanakanA pertai
secara berarti. Disamping itu karena dia tidak mempu -
hyal sebwah orgamisa si politik yamng dapat :npakai’mya
sebagail landasam kekuatan nyata.

“Presiden Suharto sebagai pemegang kekuasaan Or-
de Baru dalam usahanya untuk mencari model politik ba-.
ru, mencerminkan penghindaran diri dari keadaan diatas
serta bersamaan dengan itu telah disusum strategi poli
tik baru. Alfian menggambarkan keadaan itu sebagai be-
rikut : o

«+o tingkah laku politik Suharto sejak 1968 tampak
dengan jelas menjurus kepada.wsaha-usaha untuk

37Un:tuk mengetahul suasana politik yang menmyehabic
kan lahirnya Demokrasi T¢rpimpin, lihat Drs. M. Rusli
Karim, alanan rtai Ltk ‘ sia, CV. Ra-
Jawali, Jakarta, 1983, hal. 138-13
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menghilangkan kelemalian-kelemahan di atas. Semen-
jak itu kita melibat terjadinya proses pertumbu -
han sebuah kekuasaan eksekutlf yamg kuat dibawah
pimpinan Suharto sendiri, persamaan dengan proses
pengukuhan posisi militer beserta Golongan Karya
(GOLKAR) sebagai landasan kekuatan utamanya. Sei-
ring dengan itu kita Iihat sebwah proses penyeder
hanaan sistim kepartaian berlangsumg pula dengan
lancar dan sitimatis. Semua itw telah berhasil -
menciptakan semacan kestabdlan politik. Dengan de3&
mikian sebuah format politik baru sudah terbentuk:
Dari uaraian di atas dapatlah diambil suatu |
kesimpulan bahwa terbentuknya konsep baru itu adalah
didukung oleh mantapnya peramam militer sebagal kekua-
tan yang dapat menyelesaikanm krisis stabilitas nasio -
nal. Mantapnya peraman militer dalam eksekutif  telah |
pula dapat mewarmal pembenmtukan konsep politik Orde Ba
ru. Darf situw pula telah muncul beberapa kebijaksanaan
yang mendukung terlaksananya konsep politilk bare itu
seperti munculnya Golkar sebagai kekuatan politik pen-
dukungnya. Bersamaan dengan itu kebljaksanaan temtang
penyederhanaan partai politik, dengan meksud agar ge- /
rak dan langkahnya dapat dikuasai dan dikemdalikan. Di
samping itu dimaksudkan pula untuk menyingkirkan kelom .
pok-kelompok radikal yang terdapat dalam partai-partal __
itu dimana dalam era sebelumnya mereka sering membuat
gep-gep politik.

'l'
y;

Selanjutnya bagaimana usaha kongkrit untuk me<
wujudkan konsep politik ﬁ;am itu, di sini akan dijelas
kan s ecara singkat. Menun?}ﬁu"k kepada hal itu adalah pe-
mantapan dwi fumgsi ABRI.; Tkut sertanya ABRI dalam per
catukan sosial politik di Indonesia-bukanlah masalah
baru, ketika pada masa tahun 1948 para pemimpin peme -
rintahan sipil memilih ditawan musuh dari pada ikut -
.rakyat dan ABRI bergrilya, pada waktu itu ABRIberperan

38)1tian, Op. Cit., hal. 48.
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sebagal pemegang roda admimistrasi sipil di daerah per
juangan.? pdanya jabatan-jsbatan pemerintah yang di-
Pegang oleh ABRI dengan jelas menunjukkan bahwa  ABRI
Jjuga menjalankan fungsi sostal politik sébagai pelaksa
na pemerintahan sehari-hari, disamping fungsinya di
bidang pertahan dak keamanan. Dari kenyataan itulak la
hir apa yang sekarang dikenal dengan dwi fungsi ABRT.
Lahirnya dwi fungsl itu didukung pula oleh kenyataan -
sejarah bahwa para politisi sipil tidak mampu mencipta
kan sebuah sistim politik yang stabil.

. Ketidakmampuan para politisi sipil dalam perca-
turan politik di Indones ia dapat dilikat pula dalam
dekade antara tahun 1960-196?, sebagaimana  dikatakan
oleh EM. Syafaat Mintaredfa, sebagai berikut : |

+so disaat-saat suasana dalam keadaan krisis: anta
ra tabum 1960-1965 dimana PKI langsung ataw tidak
langsung (melalui Presiden Sukarmo) benar-benar -
berada " in topvorm " apalagi dalam tahun 1965,
dimama golongan~golongan / partal-partal berada
dalam keadaan panik dan ketakutan, diwaktuw mana
kalaw misalnya ada masalah persomalia dalam bd-
dang eksekutif (kepala daerah, Direksi PN, malahb
sampal portefolio dalam kabinet) yang dalam pe-
ngisiannya tidak ada kesepakatan antara partai- -
partai/golongan-golongan, maka ramai-ramailah par
tal dan golongan mennyerahkan pos itu kepada ok~
nuff ABRI. 40

Dari pengalamam di-atas, maka pemerintah Orde
Baru dimana dengan tidak berlebihan dapat  dikatakan
bahwa pos-pos penting pemerintahannya banyak &iduduki
Ooleh ABRI, telah lebih memantapkan dwi fungsi itu da-

39Un.tuk mengetahui gambaran selengkapnya mengemai
peristiwa itu, lihat Cindy Adams, Bun rn enyambun
. : » Terjemahan Mayor Abdul Bar Sa-
lim, Gunmung Agung, Jakarta, 1966, hal. 376-378.

“OmM. syafaat Mintaredja, SH., Islam dan Politik
Islam dan Negara di Indonesia,Pratama, Jakarta, 1976,

hal. 69.



lam sistim politiknya. . \ ‘ %
Kemudian Pemerintah Orde Barw ( Suhbarto-Militer)
menyadari bahwa ‘k,em:ampu'-an Militer memegang urusan sosi
" al-politik tampa mendapat legitimast dari masyarakat -
akan kurang efektlf, dan bahkan akan menimbulkan keti-
dakstabilan dalam sistim politik. Disamping itw untuic
memghilangkan kesan bahwa duduknya militer dalam struk
tur pemerintahan skan berkembang menjadi sebual kekua-
tan yang praktis memonopoli seluruh kekuasaan polfitik
atau akan terjadi oljigarki' militer, maka pemerintah Or
de Baru (Suharto-Militer) telah memunjukkan keingtnan-
nya unmtuk membangun sebuah! orgam politik slipil yang
kuat yang dapat dipakai. seioasai sumbmgan tangan mere-~
ka, agar supaya kekuasaan Yang mereka mﬂzlik:!. dapat &~
pergunakan secara lebih ef;ekﬁif.

Menunjuk kepada hal itu ialal terjalinmya hubu-
ngan antara militer dam Qolkar. Adanya Golkar Yang kue
at dimana dalam pemilihan umum 1971 telahh memperoleh
kemenangan yang gemilang, m‘akan tambah memantapkan po-
sisibdwl fungsi militer di dalam sistim pelitik, bersa
maan dengan itu tambah memperkuat pula posisi kekuasa-
an  eksékutif dibawah pimpinan Presiden Suharto.

Keadaan diatas membuktikan bahwa Presidem Suhar
to telah memperoleh kelsuksesan dalam bidang politik. -
Dari simi dapat dilihat pdla perbedaan yang jelas anta
ra konsepsi. politik Presidem Sukarmo dam konsepsi poli

i
b

“Laolkar memperoleh 236 kursi <t DPR &i tambak 25
dari 100 kursi yang disediakan sebagail jatah bagi angg
gota DPR yang diangkat, yang 75 lagi untumic ABRT. Gabu~
ngan antara kekuatam Golkar dam ABRT sebesar 366 kursi
(23 %) dari semuma kursi DPR yang berjumlah 460 buah.
Likat Alfian, Qp, Cit., hal. 52.
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tik Presiden Sukarto. Kaiau Presiden Sukarno mengamdal
kan kekuasaannya pada pemgaru.h kitarismanya dan pada
kepandalannya memegang kunci keseimbangan antara keku~
atan~kekuatan politik yaﬁg‘salim& bersaimg dan bertem-
tangan, maka: Preside Suharto menganda1kan.kekuasaannya‘
Pada: membangun organ-orgam poli tilk Yang kuat, yaitw -
Golkar dan Militer, Maka dari itu kekuasaan politik -
Yarg Sukarmo tampak kurang efektif karema tidak adanya
yorgan politik yang kuat sebagai landasannya, sedangkan
kekuasaan politik Suharto tampak sangat efektif karema
adanya Golkar danm Militer sehagai landasan dan pendu -
kung utamanya. :

Bersama dengan:it& telalt berlangsumg pulaproses
penyederhanaan partai. Usaha penyederhamaan partai itu
telah dikuatkam oleh Ketetapan MPRS No. XXIT Tahunl966
seliingga segala usaha dari golongam manapmn untulk mem-
bentuk partai baru adalah tidak mungkin, kecuali ter-
bentulknyasPartai Muslimin Indonesia. Parmusi adalah me-
rupakan jawaban Pemerintah terhadap usaha rehabdlitasi
Masyumﬁ.oleh”heberapa organisasi Islam sebagai ex~amg-
gota Masyumi yang telah bubar pada masa Pemerintah Or-
de Lama. Jadi, Parmusi. bukan penambahmm partai baru
tapi merupakan perwujudan lain dari Masyumi dan memang
dimaksudkan untuk menampumg asplrasi politik pendukung
pendukung partai itu.. Salah satu usaha Yang gagal untuk
membentuk partai baru adalah usala Mantam Wakil Presii~
den: Muhammad Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam
(PDI). ke PDI dimaksudkar untulk mendidik umat Islam da-
lam negara yang berdasarkan Pancasila. Tapi Pemerintah

42Bung Hatta Menjawab, hasil wawancara DR. Z. ¥

mi dengan DR. Muhammad Hatta, PT. Gunung Agung, Jakar—
ta, 1980, hal. 177.



Yo

tidak menyetujui terbentuknya partai politik baru ita
karena bertentangan dengan usaha Pemerintah untuk me-
nyederhanakan partai

Di semping itu, perkembangan politik selama bera
da dibawah kekuasaan Presiden Suliarto telah menunjuk-
kam sebuah proses penjinakan tingkah laku radikalisme
dalam politik. Ketika pendukung Orde Barm, terutama da
ri kesatuan-kesatuan aksi menuntut Pemerintah Suharto
agar mengadili Sukarno dengan penuh emosi,43tapi Suhar
to tidak mengindahkan tuntutan yang sangat emosional
itu. sikap Subarto itu telah memperlunek  radikalisme
maka keberhasilan Pemerintah merangkul sebagian dari
eksponen~eksponen radikal yang mendukwng Orde Baru ia-
Izh dengan mengangkat mereka menjadi anggota-anggota
Parlemeﬁ“danﬂuentriu5 Hal 1itu tambah memperjinak
tingkah-laku politik dalam masyarakat.

Dengan demikian, sikap kritis dan radikal yang /
datang dari kelompok manapun dengan mudah dapat dlatd://
si dan dipadamkan, sehingga tidak sempat meluas. Hal
itu dapat dibuktikan dengan mudahnya mengatasi dan me-

madamkan gerakan-gerakan protes sepertl gerakan anti

#BFahmi Idris seorang tokoh Angkatan *66 mengata-
kan bahwa anak-anak muda dalam tahun 1966 berjuang pe-
nuh den;an emosi, lihat ﬁsurahaya.Post" '

z 66 Bicara Soal Keadsan skarang, Terbit Selasa,
25 Maret 1986, hal. 2, kolom 3.

“hpq fian, Qp. Cit., hal. 53.

45Fahmi Idris juga mengatakan bahwa perjuangan -
Angkatanr ' 66 berhasil membuahkan tokoh~tokoh yang ber-
prestasi dam berkualifikasi. Ta memberi contoh Ir. Drs
Ginanjar Kartasasmita, Dr. Abdul Ghafur dan Drs. Cos -
mas Batubara, mereka adalah eksponen Angkatan *66 yang
menjadi menteri dan masih banyak yang lainnya.
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korupsi, anti-proyek mini dam gerakan Golongan pwtih
yarg memprotes praktek-praktek pelaksanaam Pemdililham -
Umum yang kurang wajar.*®Dalam perkembangan selanjut -
nya gerakan-gerakan protes semacam itu ¥’ malasham di-
anggap mengancam wibawa Pemerintah dan astabilitas Nasi
onal, dan bagi pelakunya' diancam pidana subversi,3S

B Tingkah laku politik Presiden Suharto yang me-
nolak muncul dan berkembangnya radikalisme tampak pula
dalam cara-cara yangvdipakainya dalam menghadapi par -
tal-partal politik. Ketika pengikmt—pemgikut Masyumi
menuntut &ihidupkannya partai itu.kemhali, Subarto ti-
dak mau menerima tumtutan itu sepemuhnya melatnkam ha-
nya memperkenankam'herdirinya Partai Muslimin Indome -
sia, untuk memenuhi sebagian dari keinginan mereka.Te-~
tapi Suharto memolak partal barw ftw éipimpim . olek
bekas pimpinan Masyumi dutu.’? Hal itw dtsebabkan kare
na kehawatiran Suharto terhadap sikap radikal yang per
Bah mereka tunjukkan di masa lampau. Jadl, walaupum -

Parmusi diperikenankan berdiri sebagai wadah baru dari

“6p1 i an, Loc. Cit.

. [

: 47Aksi‘--aksikritik &an protes terhadap kebi jaksa-
naan. Pemerintah mumcul belakang ind, seperti adanya
Lembaran Putih mengenai Peristiwa Tanjung veriok, de~
ngan tokoh HR. Darsono, Ali Sadikin, Drs. AM. Fatwa, -
dam lain-lain. . ; :

48S‘alah satu contoh .adalah kasus Abdul Qadir Jae~
elani seorang dosen PTID 'dan seorang Muballigh. Kepoli
sian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengancem huku -
man tertinggi 4% tabun, karena melanggar pasal 155 -
KUHP. Sedangkan Satgas Intel Jaya, Kejaksaan Tinggl
IKI Jakarta, Kejaksaan Agung dan Pengadilian Negerl Ja-
karta pusat mengancam hukuman tertinggi hukuman mati
karena dianggap melanggar pasa 1 qyat (1) sub. la,b,c,
dan ayat 2 UU Wo. 11/PNPS/1963. Limat.mp%gw
dir Jael y dibacakan tanggal 14 Agustus 1985 di Pe -
ngadiTyn Negerl Jakarta Pusat, Jakarta,1985,hal. 18.

« H :

\~~Mgaip Rosyidi, Bﬂh3kEGELlhuﬁxLah_ﬂmthLﬁlam_di_ln
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Q2. -
bekas-bekas penglkut Partai Masyumi dulu, nanmn tingkah
laku partai itu diusahakan untuk lebih bersikap akomo -
datif terhadap pemerintah.

Proses perkembangan selanjutnya dalam kehidupan
kepartaian di Indonesia ménunjukkan pola tingkah laku
yang menyingkirkan pengarub-pemgaruh radikal dalam par
tai politik. Kemelut-kemelut yang terjadii d4i dalam be-
berapa partai tampak menjurus pada tersingkirnya orang
orang yang dianggap oleh Pemerimtah mempunyal tingkah
laku keras dan radikal dari dalam struktur kekuasaan -
partai~partai tersebut.

Demikianlah keherhasilan Pemerintah Orde Baru
membuat suatu komsep politik dam berhasil pula dalam
mengeteraplkan konsep politi.k. itu. '



